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BAB II  

LANDASAN TEORI 

2.1 Definisi Implementasi 

Nugroho (2012: 158), menyatakan implementasi merupakan prinsip dalam 

sebuah tindakan atau cara yang dilakukan oleh individu atau kelompok orang 

untuk pencapaian tujuan yang telah dirumuskan. Implementasi merupakan tahap 

dimana suatu kebijakan dilaksanakan secara maksimal dan dapat mencapai tujuan 

kebijakan itu sendiri.  

Model Implementasi yang dikembangkan oleh George C. Edward III disebut 

dengan Direct and Indirect Impact of Implementation. Dalam pendekatan yang 

dikategorikan oleh George C. Edward III terdapat empat faktor yang menentukan 

suatu keberhasilan, yaitu: 

a. Komunikasi  

Komunikasi menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi 

kebijakan publik. Implementasi yang akan terjadi apabila para pembuat 

keputusan telah mengetahui apa yang akan dikerjakan. 

b. Sumber Daya 

Sumber daya merupakan hal penting dalam mengimplementasikan kebijakan 

dengan baik. Indikator-indikator yang digunakan untuk melihat sejauh mana 

sumber daya dapat berjalan dengan baik dan rapi yaitu staf, informasi, 

wewenang dan fasilitas. 
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c. Disposisi 

Disposisi atau sikap dari pelaksana kebijakan adalah faktor penting ketiga 

dalam pendekatan mengenai implementasi suatu kebijakan. Jika 

implementasi suatu kebijakan ingin efektif, maka para pelaksana kebijakan 

tidak hanya harus mengetahui apa yang akan dilakukan tetapi juga harus 

memiliki kemampuan untuk melaksanakannnya. 

d. Struktur Birokrasi  

Faktor yang mempengaruhi berikutnya adalah struktur birokrasi. Walaupun 

sumber-sumber untuk melaksanakan suatu kebijakan tersedia atau para 

pelaksana mengetahui apa yang harus dilakukan dan mempunyai keinginan 

untuk melaksanakan suatu kebijakan, tetapi kemungkinan kebijakan tersebut 

tidak dapat terlaksana atau terealisasi karena terdapatnya kelemahan dalam 

struktur birokrasi.  

2.2 Sistem  

2.2.1 Definisi Sistem 

Menurut Mulyadi (2001: 5) menyatakan bahwa Sistem adalah suatu jaringan 

prosedur yang dibuat menurut pola yang terpadu untuk melaksanakan kegiatan 

pokok perusahaan. Dari definisi tersebut dapat dirinci lebih lanjut pengertian 

umum mengenai sistem, yaitu: 

a. Setiap sistem terdiri atas pola yang terpadu atau terdiri dari unsur-unsur. 

b. Unsur-unsur tersebut merupakan bagian terpadu sistem yang bersangkutan. 

c. Unsur sistem tersebut bekerjasama untuk melaksanakan kegiatan 

perusahaan. 
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2.2.2 Unsur Sistem 

Unsur-unsur dalam sistem meliputi hal-hal berikut ini: 

a. Seperangkat komponen, elemen dan bagian 

b. Saling berkaitan dan tergantung 

c. Kesatuan yang terintegrasi (terkait dan menyatu) 

d. Memiliki peranan dan tujuan tertentu 

2.2.3 Prosedur 

a. Definisi Prosedur 

Mulyadi (2001: 5) menyatakan bahwa Prosedur adalah suatu urutan kegiatan 

klerikal, biasanya melibatkan beberapa orang dalam satu departemen atau lebih, 

yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi perusahaan 

yang terjadi berulang-ulang. 

Kegiatan klerikal terdiri dari kegiatan berikut ini yang dilakukan untuk 

mencatat informasi dalam formulir, buku jurnal dan buku besar: 

1. Menulis 

2. Menggandakan 

3. Menghitung  

4. Memberi Kode 

5. Mendaftar 

6. Memilih 

7. Memindah 

8. Membandingkan 
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b. Karakteristik Prosedur 

Berikut ini adalah beberapa karakteristik prosedur, antara lain: 

1. Prosedur menunjang tercapainya tujuan organisasi. 

2. Prosedur mampu menciptakan adanya pengawasan yang baik dan 

menggunakan biaya yang seminimal mungkin. 

3. Prosedur menunjukkan urutan-urutan yang logis dan sederhana. 

4. Prosedur menunjukkan adanya penetapan keputusan dan tanggung jawab. 

5. Prosedur menunjukkan tidak adanya keterlambatan atau hambatan.  

c. Manfaat Prosedur  

Suatu prosedur dapat memberikan beberapa manfaat diantaranya: 

1. Lebih memudahkan dalam langkah-langkah kegiatan yang akan datang. 

2. Mengubah pekerjaan yang berulang-ulang menjadi rutin dan terbatas, 

sehingga menyederhanakan pelaksanaan dan untuk selanjutnya mengerjakan 

yang dibutuhkan saja. 

3. Adanya suatu petunjuk atau progam kerja yang jelas dan harus dipatuhi oleh 

seluruh pelaksana. 

4. Membantu dalam usaha meningkatkan produktivitas kerja yang efektif dan 

efisien. 

5. Mencegah terjadinya penyimpangan dan memudahkan dalam pengawasan, 

bila terjadi penyimpangan akan dapat segera diadakan perbaikan-perbaikan 

sepanjang dalam tugas dan fungsinya masing-masing. 
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2.3 Pajak 

2.3.1 Definisi Pajak 

Definisi Pajak menurut Undang-Undang 28 tahun 2007 tentang Ketentuan 

Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) adalah kontribusi wajib kepada 

Negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan 

Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan 

digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besanya kemakmuran rakyat.  

Dari definisi-definisi tersebut, dapat disimpulkan unsur-unsur pajak sebagai 

berikut:  

1. Pajak dipungut berdasarkan Undang-Undang serta Peraturannya. 

2. Tidak mendapatkan jasa timbal balik (kontraprestasi perseorangan) yang dapat 

ditunjukkan secara langsung oleh pemerintah. 

3. Pemungutan Pajak diperuntukkan bagi keperluan Pembiayaan umum 

4. Pemungutan Pajak dapat dipaksakan 

5. Pajak bukan hanya sebagai fungsi budgeter (anggaran) namun juga sebagai 

fungsi mengatur/regulatif. 

2.3.2 Fungsi Pajak 

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam pelaksanaan 

pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan Negara. Adapun 

beberapa fungsi pajak, yaitu: 

1. Fungsi Anggaran (Budgeter) 

Pajak sebagai sumber dana yang berfungsi untuk membiayai pengeluaran-

pengeluaran negara.  
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2. Fungsi Mengatur (Regulatif) 

Pajak sebagai alat untuk mengatur pertumbuhan ekonomi, serta melaksanakan 

kebijakan guna untuk mencapai tujuan. 

3. Fungsi Stabilitas 

Pajak berfungsi untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan 

stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan. 

4. Fungsi Redistribusi Pendapatan   

Pajak digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga 

untuk membiayai pembangunan Negara. 

2.3.3 Sistem Pemungutan Pajak 

Menurut Ketentuan Undang-Undang terdapat 3 (tiga) sistem yang digunakan 

untuk pemungutan pajak, yaitu: 

1. Official Assesment System 

 Official Assesment System adalah sistem pemungutan pajak yang menyatakan 

bahwa jumlah pajak yang terutang oleh Wajib Pajak dihitung dan ditetapkan 

oleh aparat atau fiskus pajak. Ciri-ciri Official Assesment System sebagai 

berikut: 

a. Fiskus pajak yang menentukan besarnya pajak terutang 

b. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan ketetapan pajak dari fiskus 

c. Wajib Pajak bersifat pasif 

2. Self Assesment System 

 Self Assesment System  adalah sistem pemungutan pajak yang memberikan 

wewenang dan kepercayaan pada wajib Pajak untuk menghitung, 
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memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri atas besarnya jumlah 

pajak yang terutang. Ciri-ciri Self Assesment System sebagai berikut: 

a. Wajib Pajak diberi kepercayaan dari menghitung hingga melaporkan 

jumlah pajak yang terutang 

b. Wajib Pajak bersifat aktif 

c. Fiskus berperan sebagai penerangan dan pengawasan 

3. With Holding System 

 With Holding System adalah sistem pemungutan pajak yang menyatakan 

bahwa jumlah pajak yang terutang dihitung oleh pihak ketiga. Ciri-ciri With 

Holding System yaitu Pihak Ketiga diberi wewenang untuk menghitung 

jumlah pajak terutang. 

Sistem pemungutan pajak di Indonesia telah mengalami perubahan yang 

mendasar hingga saat ini menurut Peraturan Perundang-undangan Perpajakan 

sistem yang dianut sebagai pemungutan pajak adalah Self Assesment System. 

Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, membayar dan melaporkan 

sendiri, sehingga diharapkan melalui sistem ini pelaksanaan administrasi 

perpajakan dapat terlaksana dengan baik, rapi dan mudah dipahami oleh Wajib 

Pajak. 

2.4 Penagihan Pajak 

2.4.1 Definisi Penagihan Pajak 

Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak 

dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang 

No 19 tahun 2000 menyatakan bahwa Penagihan Pajak adalah serangkaian 
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tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak 

dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan Penagihan Seketika dan 

Sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan 

penyitaan, melaksanakan penyanderaan dan menjual barang yang telah disita. 

Berdasarkan Pasal 1 angka 4 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

24/PMK.03/2008 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan dengan Surat Paksa 

dan Pelaksanaan Penagihan Seketika dan Sekaligus sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Pemerintah Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.03/2010 

disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Penagihan Seketika dan Sekaligus 

adalah tindakan Penagihan Pajak yang dilaksanakan oleh Jurusita Pajak kepada 

Penanggung Pajak tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran yang 

meliputi seluruh utang pajak dari semua jenis pajak, Masa Pajak dan Tahun Pajak. 

Penagihan Seketika dan sekaligus dilakukan apabila: 

a. Penanggung Pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya. 

b. Penanggung pajak memindahtangankan barang yang dimiliki atau yang 

dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan perusahaan 

atau pekerjaan yang dilakukannya di Indonesia. 

c. Terdapat tanda-tanda bahwa Penanggung Pajak akan membubarkan badan 

usaha atau menggabungkan atau memekarkan usaha atau memindahtangankan 

perusahaan yang dimiliki atau yang dikuasainya atau melakukan perubahan 

bentuk lainnya. 

d. Badan usaha akan dibubarkan oleh Negara 
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e. Terjadi penyitaan atas barang Penanggung Pajak oleh Pihak Ketiga atau 

terdapat tanda-tanda kepailitan 

2.4.2 Tujuan Penagihan Pajak 

Tujuan penagihan pajak adalah agar Wajib Pajak atau penanggung pajak 

melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak. Dalam rangka menghindari 

kemungkinan terjadinya upaya penghindaran dari Wajib Pajak atau penanggung 

pajak atas pelunasan utang pajak dalam rangka kondisi tertentu, undang-undang 

Penagihan Pajak dengan Surat Paksa mengatur mengenai tindakan Penagihan 

Seketika dan Sekaligus. Agar tujuan penagihan pajak tercapai, maka diperlukan 

serangkaian tindakan yang dapat diambil oleh Jurusita Pajak mulai dari tindakan 

penerbitan Surat Teguran atau sejenisnya kemudian penyampaian surat paksa, 

penyampaian surat perintah melaksanakan penyitaan, pelaksanaan penyitaan dan 

pelelangan atas barang sitaan. 

2.4.3 Fungsi Penagihan Pajak 

Fungsi penagihan pajak adalah sebagai tindakan penegakan hukum kepada 

Wajib Pajak atau Penanggung Pajak untuk memenuhi peraturan perundang-

undangan dan sebagai tindakan pengamanan penerimaan pajak dengan merujuk 

pada pengertian pajak menurut Pasal 1 angka UU No 28 Tahun 2007 perubahan 

ketiga atas Undang-Undang No 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata 

Cara Perpajakan bahwa pajak merupakan kontribusi wajib kepada Negara yang 

terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan 
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Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan 

digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 

2.4.4 Dasar Hukum Penagihan Pajak 

Dasar hukum dari penagihan dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 

10 ayat (9), Pasal 10A dan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 tahun 

1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2000 dan ketentuan 27 ayat (10) 

Peraturan Pemerintah Nomor 80 tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak 

dan Kewajiban Perpajakan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 

tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa 

kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007, telah 

ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 24/PMK.03/2008 tentang Tata 

Cara Pelaksanaan Penagihan dengan Surat Paksa dan Pelaksanaan Penagihan 

Seketika dan Sekaligus.  

Dalam Pasal 4 yang telah ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

24/PMK.03/2008, Kepala Kantor Pelayanan Pajak sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 2 huruf a melaksanakan Penagihan Pajak dalam hal utang pajak 

sebagaimana tercantum dalam Surat Tagihan Pajak (STP), Surat Ketetapan Pajak 

Kurang Bayar (SKPKB), serta Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan 

(SKPKBT) dan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, 

Putusan Banding, serta Putusan Peninjauan Kembali, yang menyebabkan jumlah 

pajak yang harus dibayar bertambah, tidak dilunasi sampai dengan tanggal jatuh 

tempo.  
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2.4.5 Bentuk-Bentuk Penagihan Pajak 

Dalam Perpajakan ada beberapa bentuk penagihan, yaitu Penagihan pasif 

dan Penagihan aktif. Penagihan Pasif dilaksanakan dengan adanya himbauan 

hingga diterbitkannya STP atau SKP dan Penagihan aktif dilaksanakan dengan 

Surat Paksa. 

1. Penagihan Pajak Pasif 

Penagihan pasif dilakukan melalui Surat Tagihan Pajak atau Surat Ketetapan 

Pajak. Sebagaimana dijelaskan dalam UU No 28 tahun 2007 Pasal 9 Ayat (3), 

Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, serta Surat Ketetapan 

Pajak Kurang Bayar Tambahan dan Surat Keputusan Keberatan, Surat Kepuusan 

Pembetulan, Putusan Banding, serta Putusan Peninjauan Kembali yang 

menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah, harus dilunasi dalam 

jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan. Dan Pasal 9 ayat (3a) 

dijelaskan Bagi Wajib Pajak usaha kecil dan wajib Pajak di daerah tertentu, 

jangka waktu pelunasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diperpanjang 

paling lama menjadi 2 (dua) bulan yang ketentuannya diatur dengan atau 

berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. 

Sebagaimana disebutkan UU KUP Pasal 19 ayat (1), Apabila Surat 

Ketetapan Pajak Kurang Bayar atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar 

Tambahan, serta Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, 

Putusan Banding atau Putusan Peninjauan Kembali, yang menyebabkan jumlah 

pajak yang masih harus dibayar bertambah, pada saat jatuh tempo pelunasan tidak 

atau kurang dibayar, atas jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar itu 
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dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan 

untuk seluruh masa, yang dihitung dari tanggal jatuh tempo sampai dengan 

tanggal pelunasan atau tanggal diterbitkannya Surat Tagihan Pajak dan bagian 

dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.  

2. Penagihan Pajak Aktif 

Penagihan pajak aktif atau penagihan pajak dengan Surat Paksa diatur dalam 

Undang-Undang Nomor 19 tahun 1997 sebagaimana telah di ubah dengan 

Undang-Undang No 19 tahun 2000. Penagihan aktif merupakan kelanjutan dari 

penagihan pajak pasif, dimana dalam upaya penagihan ini Fiskus berperan aktif 

dalam arti tidak hanya mengirim Surat Tagihan Pajak atau Surat Ketetapan Pajak, 

tetapi akan diikuti dengan tindakan sita dan dilanjutkan dengan pelaksanaan 

lelang.  

a. Surat Tagihan Pajak (STP) 

Surat Tagihan Pajak (STP) adalah Surat untuk melakukan tagihan pajak 

dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda. STP diterbitkan 

apabila: 

1) Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar. 

2) Dari hasil penelitian terdapat kekurangan pembayaran pajak akibat salah 

tulis dan/atau salah hitung. 

3) Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi denda dan/atau bunga. 

4) Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, tetapi 

tidak membuat Faktur Pajak atau membuat Faktur Pajak, tetapi tidak tepat 

waktu. 
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5) Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak tidak 

mengisi Faktur Pajak secara lengkap. 

6) Pengusaha Kena Pajak melaporkan Faktur Pajak tidak sesuai dengan masa 

penerbitan faktur pajak. 

7) Pengusaha Kena Pajak yang gagal berproduksi dan telah diberikan 

pengembalian Pajak Masukan. 

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.03/2012 

tentang Tata Cara Penerbitan Surat Ketetapan Pajak dan Surat Tagihan Pajak, 

jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam Surat Tagihan Pajak sebagaimana 

dimaksud dalam pasal 6 huruf a dan huruf b atau Pasal 7 huruf a dan huruf b, 

ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per 

bulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan, dihitung sejak saat 

terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun 

Pajak sampai dengan diterbitkannya Surat Tagihan Pajak dan bagian dari bulan 

dihitung penuh 1 (satu) bulan. 

b. Surat Ketetapan Pajak (SKP) 

Menurut Undang-Undang 16 tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan Umum dan Tata cara 

perpajakan, Surat Ketetapan Pajak (SKP) adalah Surat Ketetapan yang 

meliputi Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan 

Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), Surat Ketetapan Pajak Lebih 

Bayar (SKPLB) dan Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN). 
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1) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)  

Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) adalah Surat Ketetapan 

Pajak yang menentukan besarnya jumlah pajak pokok, jumlah kredit pajak, 

jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besanya sanksi administrasi, 

dan jumlah yang masih harus dibayar. Surat Ketetapan Pajak Kurang 

Bayar (SKPKB) diterbitkan apabila: 

a. Hasil pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah pajak yang 

terutang kurang atau tidak dibayar.  

b. SPT tidak disampaikan dalam jangka waktu yang ditetapkan setelah 

ditegur secara tertulis. 

c. Hasil pemeriksaan mengenai Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak 

Penjualan atas Barang Mewah ternyata tidak seharusnya 

dikompensasikan selisih lebih pajak atau tidak seharusnya dikenai tarif  

(nol persen). 

2) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) 

Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) adalah Surat 

Ketetapan Pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah 

ditetapkan sebelumnya. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan 

(SKPKBT) diterbitkan apabila: 

a. Hasil Pemeriksaan atau pemeriksaan ulang terhadap data baru yang 

mengakibatkan penambahan jumlah pajak yang terutang, termasuk 

data yang semula belum lengkap. 
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b. Hasil verifikasi atas data baru berupa hasil klarifikasi/konfirmasi faktur 

pajak. 

c. Hasil verifikasi atas keterangan tertulis dari Wajib Pajak atas kehendak 

sendiri. 

Sanksi yang diterapkan atas diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Kurang 

Bayar Tambahan (SKPKBT) adalah jumlah kekurangan pajak yang 

terutang dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan 

(SKPKBT) ditambah dengan sanksi administrasi berupa kenaikan 100% 

dari jumlah kekurangan pajak. 

3) Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) 

Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) adalah Surat Ketetapan 

Pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena 

jumlah kredit pajak lebih besar daripada yang terutang atau tidak 

seharusnya terutang. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) 

diterbitkan apabila: 

a. Berdasarkan laporan hasil penelitian terdapat pembayaran pajak yang 

seharusnya tidak terutang. 

b. Surat Pemberitahuan terdapat jumlah kredit pajak atau jumlah pajak 

yang dibayar lebih besar daripada jumlah pajak yang terutang. 

c. Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak. 

Kelebihan Pembayaran pajak diperhitungkan terlebih dahulu dengan utang 

pajak yang diadministrasikan di KPP domisili dan/atau KPP lokasi. 

Penghitungan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dituangkan 
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dalam Nota Penghitungan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak dan 

ditindaklanjuti dengan kompensasi utang pajak dan dalam hal ini tidak ada 

utang pajak, seluruh kelebihan pembayaran pajak akan dikembalikan. 

Kompensasi utang pajak dilakukan melalui potongan SPMKP dan/atau 

transfer pembayaran dan dianggap sah apabila: 

a. Kompensasi utang pajak melalui potongan Surat Perintah Membayar 

Kekurangan Pajak (SPMKP) telah mendapatkan Nomor Transaksi 

Penerimaan Negara (NTPN) dan Nomor Penerimaan Potongan (NPP). 

b. Kompensasi utang pajak melalui transfer pembayaran telah 

mendapatkan Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) dan 

Nomor Transaksi Bank (NTB) atau Nomor Transaksi Pos (NTP). 

Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar diterbitkan setelah dilakukan 

pemeriksaan atas Surat Pemberitahuan yang disampaikan Wajib Pajak 

yang menyatakan kurang bayar, nihil atau lebih bayar yang tidak disertai 

dengan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak. 

4) Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN) 

Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN) adalah Surat Ketetapan Pajak yang 

berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Surat Pemberitahuan apabila 

jumlah kredit pajak atau jumlah pajak yang dibayar sama dengan jumlah 

pajak yang terutang, atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak 

atau tidak ada pembayaran pajak. Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN) 

diterbitkan untuk: 
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a. Pajak Penghasilan apabila jumlah kredit pajak sama dengan pajak yang 

terutang atau pajak yang tidak terutang dan tidak ada kredit pajak. 

b. Pajak Pertambahan Nilai apabila jumlah kredit pajak sama dengan 

jumlah pajak yang terutang, atau pajak tidak terutang dan tidak ada 

kredit pajak. Jika terdapat pajak yang dipungut oleh Pemungut Pajak 

Pertambahan Nilai, jumlah pajak yang terutang dihitung dengan cara 

jumlah pajak Keluaran dikurangi dengan pajak yang dipungut oleh 

Pemungut Pajak Pertambahan Nilai tersebut 

c. Pajak Penjualan atas Barang Mewah apabila jumlah pajak yang 

dibayar sama dengan jumlah pajak yang terutang atau pajak tidak 

terutang dan tidak ada pembayaran pajak. 

Penerbitan Surat Ketetapan Pajak dan/atau Surat Tagihan Pajak dalam 

jangka waktu 5 (lima) tahun setelah saat terutangnya pajak, atau berakhirnya 

Masa Pajak, bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak kecuali terhadap Wajib Pajak 

dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan atau tindak pidana 

lainnya yang dapat mengakibatkan kerugian pada pendapatan Negara berdasarkan 

Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.  

2.4.6 Prosedur Penagihan Pajak  

Berikut ini adalah beberapa prosedur penagihan pajak, antara lain: 

1. Surat Teguran 

Surat Teguran atau dapat juga disebut Surat Peringatan atau surat lain yang 

sejenis adalah surat yang diterbitkan oleh Fiskus Pajak untuk menegur atau 
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memperingatkan kepada Wajib Pajak untuk melunasi utang pajaknya dalam 

tindakan Surat Tagihan Pajak (STP), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar 

(SKPKB), serta Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) dan 

Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, serta 

Putusan Peninjauan Kembali. Langkah ini diambil sebagai peringatan agar 

penanggung pajak segera melunasi utang pajaknya untuk menghindari 

dilakukannya tindakan penagihan.  

Dalam ketentuan Pasal 27 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 

2008 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak Dan Kewajiban Perpajakan dan 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara 

Perpajakan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 28 Tahun 2007 diatur bahwa dalam hal Wajib Pajak tidak 

melunasi jumlah pajak yang masih harus dibayar dalam jangka waktu yang telah 

ditentukan, maka pajak yang masih harus dibayar tersebut ditagih terlebih dahulu 

dengan menerbitkan Surat Teguran. Surat Teguran harus disampaikan kepada 

Penanggung Pajak segera setelah 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo 

pembayaran. 

2. Surat Paksa 

Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya 

Penagihan Pajak. Surat Paksa diterbitkan dalam hal: 

a.    Penanggung Pajak tidak melunasi utang pajak sampai dengan tanggal 

jatuh tempo pembayaran dan kepadanya telah diterbitkan Surat Teguran 

atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis; 
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b. Terhadap Penanggung Pajak telah dilaksanakan penagihan seketika dan 

sekaligus; atau 

c.    Penanggung Pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum 

dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran 

pajak. 

Surat Paksa terdapat 2 (dua) perintah. Perintah pertama ditujukan kepada 

Penanggung Pajak agar melakukan pelunasan utang pajak dan biaya penagihan 

dalam jangka waktu 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam. Perintah kedua 

ditujukan untuk Jurusita yang melaksanakan Surat Paksa atau Jurusita lain yang 

ditunjuk untuk melanjutkan pelaksanaan Surat Paksa untuk melakukan penyitaan 

atas barang-barang milik Wajib Pajak atau Penanggung Pajak apabila dalam 

waktu 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam Surat Paksa ini tidak dipenuhi Wajib 

Pajak atau Penanggung Pajak. 

Surat Paksa berdasarkan Pasal 12 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

24/PMK.03/2009 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan 

Nomor 85/PMK.03/2010 dapat diterbitkan dalam hal: 

a. Penanggung Pajak telah dilaksanakan Penagihan Seketika dan Sekaligus; atau 

b. Penanggung Pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam 

keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran pajak. 

3. Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP) 

Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan dibuat, jika Wajib Pajak atau 

Penanggung Pajak tidak melunasi utang pajaknya meskipun sudah dilaksanakan 

penagihan dengan surat paksa. Surat perintah melaksanakan penyitaan 
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dikeluarkan 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam surat paksa sejak diberitahukan 

dengan pernyataan kepada Penanggung Pajak.  Apabila melebihi jangka waktu 2 x 

24 (dua kali dua puluh empat) jam sejak tanggal pemberitahuan Surat Paksa, maka 

Wajib Pajak atau Penanggung Pajak yang masih belum melunasi utang pajaknya 

dapat dilakukan perintah penyitaan terhadap harta kekayaan Wajib Pajak atau 

Penanggung Pajak oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak dengan mengeluarkan 

Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP). 

Tujuan dari penyitaan adalah untuk memperoleh jaminan pelunasan utang 

pajak dan biaya penagihan pajak, oleh karena itu penyitaan dapat dilaksanakan 

terhadap semua barang Wajib Pajak atau Penanggung Pajak, baik berada di 

tempat tinggal, tempat kedudukan Penanggung Pajak atau tempat lain. Dalam 

melaksanakan penyitaan, Juru Sita Pajak harus memenuhi hal-hal sebagai berikut: 

a. Memperlihatkan kartu tanda pengenal Juru Sita Pajak Negara (JSPN). 

b. Memperlihatkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP). 

c. Memberitahukan tentang maksud dan tujuan Penyitaan. 

Dalam melaksanakan penyitaan, Juru Sita Pajak harus memperhatikan hal-

hal sebagai berikut: 

1) Ketentuan-ketentuan dalam melaksanakan penyitaan, yaitu: 

a. Penyitaan dilakukan bersama 2 (dua) orang saksi yang memenuhi 

syarat antara lain: Warga Negara Indonesia, mencapai usia 21 (dua 

puluh satu) tahun, dapat dipercaya dan dikenal oleh Juru Sita  

b. Barang pertama yang disita adalah barang bergerak, apabila jumlah 

barang bergerak tidak mencukupi maka dapat diteruskan barang 
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tidak bergerak sampai jumlah mencukupi untuk membayar utang 

pajak dan biaya pelaksanaannya. Barang bergerak milik Penanggung 

Pajak, yang dikecualikan dari Penyitaan adalah: 

1. Pakaian dan tempat tidur berserta perlengkapannya yang 

digunakan oleh Penanggung Pajak dan keluarga. 

2. Persediaan makanan dan minuman untuk keperluan satu bulan 

beserta peralatan memasak yang berada dirumah. 

3. Perlengkapan Penanggung Pajak yang bersifat dinas yang diberi 

oleh Negara. 

4. Buku-buku yang bertalian dengan jabatan atau pekerjaan 

Penanggung Pajak dan alat-alat yang dipergunakan untuk 

pendidikan, kebudayaan dan keilmuan. 

5. Peralatan dalam keadaan jalan yang masih digunakan untuk 

melaksanakan pekerjaan atau usaha sehari-hari dengan jumlah 

seluruhnya tidak lebih dari Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta 

rupiah). 

6. Peralatan penyandang cacat yang digunakan oleh Penanggung 

Pajak dan keluarga yang menjadi tanggungannya. 

c. Dibuat Berita Acara Sita (BAS) 

2) Ketentuan-Ketentuan dalam pembuatan Berita Acara Sita (BAS), yaitu: 

a. Berita Acara Sita harus dibuat secara jelas, benar dan lengkap. 
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b. Pencantuman taksiran harga dimaksudkan untuk dapat membatasi 

sampai jumlah berapa penyitaan itu dilakukan. Taksiran harga 

berdasarkan harga pasar yang wajar. 

3) Pemberitahuan maksud dari Penyitaan  

Juru Sita memberitahukan kepada Wajib Pajak maksud dari tindakan 

penyitaan adalah bahwa barang-barang yang disita akan dijual melalui 

pelelangan dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan dan Lelang 

Negara apabila Wajib Pajak tidak melunasi utangnya. 

4) Juru Sita tidak diperbolehkan masuk rumah 

Saat pelaksanaan penyitaan ada kemungkinan Juru Sita tidak 

diperbolehkan masuk rumah Wajib Pajak. Apabila Juru Sita tidak dapat 

masuk karena rumah tersebut benar-benar tidak ada orang, maka Juru 

Sita sebaiknya menunda penyitaan. Tapi apabila ada penghuninya, Juru 

Sita dapat meminta izin untuk dapat masuk ke dalam rumah tersebut. 

Apabila Juru Sita sudah meminta izin untuk masuk rumah tetapi tetap 

tidak diizinkan masuk, maka Juru Sita meminta bantuan dari pihak 

kepolisian untuk melaksanakan penyitaan. 

5) Wajib Pajak atau wakilnya tidak mau menandatangani Berita Acara Sita 

(BAS) 

Apabila Wajib Pajak atau wakilnya menolak untuk menandatangani 

Berita Acara Sita, maka Juru Sita dapat mengambil tindakan sebagai 

berikut: 
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a. Memberikan kepada kepolisian dan meminta bantuan untuk menjaga 

agar barang yang disita tidak hilang. 

b. Juru Sita membawa barang-barang sitaan tersebut ketempat yang 

lebih baik. 

6) Biaya Penyitaan  

Besarnya biaya penyitaan adalah sebagai berikut: 

Biaya Harian Juru Sita Rp  50.000,00 

Biaya Saksi Pertama Rp  25.000,00 

Biaya Saksi Kedua  Rp  25.000,00 

Jumlah   Rp 100.000,00 

4. Pencegahan  

Pencegahan adalah larangan yang bersifat sementara terhadap Penanggung 

Pajak tertentu untuk keluar dari wilayah Negara Republik Indonesia berdasarkan 

alasan tertentu sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. 

Pencegahan hanya dapat dilakukan terhadap Penanggung Pajak yang mempunyai 

jumlah utang pajak minimal Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan 

diragukan itikad baiknya dalam melunasi utang pajak. Keputusan pencegahan 

memuat sekurang-kurangnya: 

a. Identitas Penanggung Pajak yang dikenakan pencegahan 

b. Alasan untuk melakukan Pencegahan 

c. Jangka waktu pencegahan 

Jangka waktu pencegahan paling lama 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang 

untuk selama-lamanya 6 (enam) bulan. Pencegahan tidak mengakibatkan 
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hapusnya utang pajak dan terhentinya pelaksanaan penagihan pajak. Berdasarkan 

Peraturan Perundang-undangan Perpajakan, utang pajak terhapus apabila sudah 

dibayar lunas atau karena kadaluwarsa.   

5. Penyanderaan 

Penyanderaan adalah pengekangan sementara waktu kebebasan Penanggung 

Pajak dengan menempatkannya di tempat tertentu (Rumah Tahanan). 

Penyanderaan hanya dapat dilakukan terhadap Penanggung Pajak yang tidak 

melunasi utang pajaknya setelah lewat 14 (empat belas) hari sejak tanggal Surat 

Paksa diberitahukan kepada Penanggung Pajak yang mempunyai utang pajaknya 

sekurang-kurangnya Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sebagai syarat 

kuantitatif, yang meliputi seluruh jenis pajak dan tahun pajak dan diragukan itikad 

baiknya untuk melunasi utang pajaknya. Penyanderaan terhadap Penanggung 

Pajak tidak mengakibatkan terhapusnya utang pajak karena utang pajak akan 

terhapus apabila sudah dibayar lunas atau kadaluwarsa.  

Surat Perintah Penyanderaan sekurang-kurangnya memuat: 

a. Identitas Penanggung Pajak 

b. Alasan Penyanderaan 

c. Izin Penyanderaan 

d. Lamanya Penyanderaan 

e. Tempat Penyanderaan 

Jangka waktu  penyanderaan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak 

penanggung Pajak ditempatkan dalam tempat penyanderaan (Rumah Tahanan) 

dan dapat diperpanjang untuk selama-lamanya 6 (enam) bulan. Jurusita Pajak 
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menyampaikan Surat Perintah Penyanderaan langsung kepada Penanggung Pajak 

dan salinannya disampaikan kepada kepala tempat penyanderaan 

6. Pengajuan Permintaan Jadwal Waktu dan Tempat Pelelangan 

Jika setelah melebihi jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal 

pelaksanaan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP), Wajib Pajak atau 

Penanggung Pajak belum juga melunasi utang pajaknya maka Kepala Kantor 

Pelayanan Pajak mengajukan penetapan tanggal dan tempat pelelangan kepada 

Kantor Pelayanan Kekayaan dan Lelang Negara setempat. Setelah mendapat 

kepastian tentang tanggal dan tempat pelelangan akan dilaksanakan, maka Juru 

Sita memberitahukan hal tersebut kepada Wajib Pajak atau Penanggung Pajak 

dengan segera dan tertulis dengan menyampaikan Surat Pemberitahuan akan 

dilakukan Pelelangan kepada Wajib Pajak atau Penanggung Pajak. 

7. Lelang 

Apabila Surat Pemberitahuan akan dilakukannya pelelangan telah diberikan 

kepada Wajib Pajak atau Penanggung Pajak maka dilakukannya pelelangan atas 

barang-barang milik Wajib Pajak atau Penanggung Pajak yang telah disita. 

a. Persiapan untuk mengadakan lelang 

Juru Sita harus mempersiapkan segala sesuatunya untuk pelelangan 

tersebut antara lain: Surat Teguran, Surat Paksa, Laporan Pelaksanaan 

Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, Berita Acara 

Pelaksanaan Sita, Pemberitahuan Penyitaan Barang Tidak bergerak 

Wajib Pajak dan Permintaan Jadwal Waktu dan Tempat Pelelangan 
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b. Mengadakan Pengumuman Lelang 

Tahapan pengumuman lelang sebagai berikut : 

1) Setelah ditentukan hari, tanggal dan jam pelelangan maka segera 

diadakan Pengumuman Lelang. Juru Sita membuat konsep 

Pengumuman Lelang dan meneruskan konsep pengumuman ini 

dibawa kepada Kepala Penagihan untuk diiklankan dalam surat 

kabar/ media cetak/ media elektronik. 

2) Apabila Pengumuman Lelang sudah dimuat dalam surat kabar/ 

media cetak/ media elektronik maka tanggal pemuatan dicatat dalam 

Buku Register Pengawasan Penagihan, Buku Register Tindakan 

Penagihan dan pada Tindakan STP/ SKPKB/ SKPKBT yang 

bersangkutan. 

3) Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam mengadakan Pengumuman 

Lelang adalah : 

a) Apabila barang yang dilelang hanya barang bergerak saja maka 

pengumumannya dilakukan menurut kebiasaan setempat (tidak 

diharuskan melalui iklan di surat kabar/media cetak/media 

elektronik).  

b) Apabila barang bergerak juga akan dilelang seperti barang tidak 

bergerak, maka pengumuman dilakukan dua kali dengan 

berselang 15 (lima belas) hari dimana satu kali pengumuman 

tersebut dilakukan melalui iklan surat kabar/media cetak/media 

elektronik. 



35 

 

c. Pembatalan Pengumuman Lelang 

Wajib Pajak atau Penanggung Pajak melunasi utang pajak serta biaya 

pelaksanaannya sesudah pengumuman lelang dimuat di surat 

kabar/media cetak/media elektronik tetapi sebelum pelaksanaan lelang 

dimulai, maka pengumuman lelang itu dibatalkan dengan memuat iklan 

pembatalan lelang dalam surat kabar/media cetak/media elektronik yang 

bersangkutan dan pembatalan pengumuman lelang baru dapat dilakukan 

apabila Wajib Pajak atau Penanggung Pajak menunjukan bukti 

pembayaran utang pajak serta biaya pelaksanaannya. 

d. Saat Melakukan Pelelangan 

Juru Sita datang ketempat dimana barang-barang sitaan itu akan dilelang 

untuk mendampingi juru lelang. Sesaat sebelum pelelangan dimulai Juru 

Sita menanyakan kepada Wajib Pajak atau Penanggung Pajak apakah 

utang pajaknya akan dilunasi atau tidak. Seandainya Wajib Pajak atau 

Penanggung Pajak dapat bersedia melunasi utang pajaknya maka 

pelelangan dibatalkan dan apabila tidak, maka pelelangan segera 

dilakukan.  


